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2.Perluasan Jangkauan Bantuan 

Hukum kepada Masyarakat Kecil 

3.Membangun rasa aman di 

lingkungan masyarakat melalui 
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Agenda Penataan  Regulasi 

1 

2 

3 

Penguatan Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan 

Evaluasi Seluruh Peraturan 
Perundang-undangan 

Pembuatan Database 
Peraturan Perundang-

undangan yang Terintegrasi 



JDIHN 

Dokumen Hukum  
produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk 
hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak 

terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, 

artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, 
naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan; 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 
yang selanjutnya disebut JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama 
atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, 

serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara 

lengkap, akurat, mudah, dan cepat; 



Dasar Hukum 

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan 
Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional  
(20 Maret 2012) 

Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang 
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional  



Organisasi JDIHN 

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 

Kementerian Hukum dan HAM 

PUSAT JDIHN 

Biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan 
fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang 

berkaitan dengan Dokumen Hukum pada 
Kementerian, Lembaga, LPNK, LNS, Pemprov, 

PemKab/Kota, Setwan Prov/Kab/Kota 

Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi 
negeri dan perguruan tinggi swasta 

Lembaga lain yang bergerak di bidang 
pengembangan dokumentasi dan informasi 

hukum yang ditetapkan oleh Menteri 
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Organisasi JDIHN 

Pimpinan Instansi (Kementerian Negara, Sekretariat Lembaga 

Negara, LPNK, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan 

Kota, Sekretariat DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota) wajib 

membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum 

di lingkungannya 

Kementerian Negara dan Sekretariat Lembaga 

Negara bertindak sebagai Pusat JDIH di 
lingkungannya 

Pemerintah Provinsi bertindak sebagai Pusat 

JDIH di wilayahnya 



Organisasi JDIHN 

Pusat JDIHN dan 
Anggota JDIHN 

wajib 

melakukan 
Pengelolaan 
Dokumentasi 
dan Informasi 

Hukum dengan 

menyediakan  

Sarana 
dan  

Prasarana 

Sumber  
Daya  

Manusia 

Anggaran 



Anggota JDIHN 

3) 

Pembinaan dan 
pengembangan sumber 
daya manusia pengelola 
JDIH di lingkungannya 

4) 

Penyediaan sarana dan 
prasarana pengelolaan JDIH 
di lingkungannya 

5) 

Pelaksanaan evaluasi 
mengenai pengelolaan JDIH 
di lingkungannya sekurang-
kurangnya 1 (satu) kali 
dalam setahun 

6) 

Penyampaian laporan set iap 
tahun di bulan desember 
kepada pusat JDIHN 

Tugas Anggota JDIHN 
Anggota JDIHN bertugas untuk melakukan 

pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang 
diterbitkan oleh instansinya 

1) 

Pengumpulan, pengolahan, 
penyimpanan, pelestarian, 
dan pendayagunaan 
informasi dokumen hukum 
yang diterbitkan instansinya 

2) 

Pembangunan sistem 
informasi hukum berbasis 
teknologi informasi dan 
komunikasi yang dapat 

diintegrasikan dengan 
website pusat JDIHN 

Fungsi Anggota JDIHN 



Perpres Nomor 33 Tahun 2012 

Tugas Dan Fungsi Pusat Dan Anggota 
Jaringan Dokumentasi Dan Informasi 

Hukum Nasional  

Pembangunan Sistem Informasi Hukum 

Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi 
Yang Dapat Diintegrasikan Dengan Website 

Pusat JDIHN 

Bab III 

Pasal 10  Ayat 2 Huruf B 



Permenkumham No. 8 Tahun 2019 

01 

02 

03 

Standar Pembuatan  

Abstrak Per-UU 

Standar Pengolahan  

Dokumen & Informasi 

Hukum 

Standar Laporan 
Evaluasi  

JDIHN 

Mencabut Permenkumham No. 2 Tahun 2013 

“Standar 

Pengelolaan 

Dokumen 

dan 

Informasi 

Hukum”  

Instrumen untuk menciptakan 

Keseragaman Pengelolaan Bahan 

Dokumentasi, mempercepat 

Penemuan Kembali Bahan 

Dokumentasi, dan meningkatkan 

Pelayanan dan Akses Publik 

terhadap Informasi Hukum. 

Download  

permenkumham  
Nomor 8/2019 

https://bphn.jdihn.go.id/pencarian/38680/detail


Teknis Pembuatan Abstrak Peraturan 
 
1. Menuliskan subjek, tahun peraturan, 

jenis peraturan, nomor peraturan, 

sumber, dan judul 

2. Dasar Pertimbangan (meringkas dasar 

menimbang dan atau penjelasan umum 
peraturan) 

3. Dasar Hukum (ditulis secara hierarki, 

dengan cara penulisan : singkatan jenis, 

nomor dan tahun peraturan) 

4. Materi Pokok (meringkas isi yang 
terkandung dalam batang tubuh) 

5. Catatan (tanggal berlaku, peraturan 

terkait, peraturan yang dicabut/diubah) 

Abstrak Peraturan  

Perundang-undangan 



Standar Website JDIH 

Integrasi JDIHN 

Standar Metadata 

Dokumen dan Informasi 

Hukum 

Standar Pengolahan 



Standar Website JDIH 

https://jdih.(instansi).go.id 
https://jdih.lkpp.go.id 

Nama Domain 

Memuat Logo Pusat JDIHN di 
pojok kiri atas layar 

Logo Pusat JDIHN 

Menampilkan daftar link website 
anggota di bawah instansinya 

Daftar Link 

Struktur Organisasi JDIH Instansi 

Struktur Organisasi 

Konten/isi dalam aplikasi JDIH 
harus berisi Dokumen Hukum 

Konten 

Indeks kepuasan masyarakat 
terhadap pemanfaatan 

aplikasi JDIHN 

Indeks Kepuasan 

Terdapat penelusuran/ search 
engine 

Search engine 

Alamat dan kontak person 
pengelola JDIHN 

Kontak kami 



I L D I S 
Indonesian Legal Documentation Information System 

Aplikasi Standar 
Pengolahan 

Dokumen dan 
Informasi Hukum 



ILDIS 

Indonesian Legal Documentation  

Information System 

ILDIS merupakan aplikasi standar pengolahan dokumen 

hukum sesuai standar yang sudah ditetapkan oleh 
Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019. 

Tujuan: memfasilitasi anggota JDIHN dalam pengolahan 

dokumen hukum dalam website JDIHN anggota 

Dibuat oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional 

2018 – ILDIS ver. 1 
2019 – ILDIS ver. 2 



ILDIS v 1.0 vs ILDIS v 2.0 

B 

ILDIS v 2.0 ILDIS v 1.0 

A 

Aplikasi website (front-

end)dan aplikasi 
pengolahan dokumen 

Hukum ada pada 2 
aplikasi berbeda. 

Aplikasi 
Aplikasi website (front-

end)dan aplikasi 
pengolahan dokumen 

Hukum sudah dalam satu 
aplikasi. 

Aplikasi 

Metadata sesuai 

dengan 
Permenkumham Nomor 

8 Tahun 2019. 

Metadata 
Metadata sesuai dengan 

Permenkumham Nomor 8 
Tahun 2019 + metadata 

tambahan. 

Metadata 

Versi php 5.6 

Versi PHP 

Versi php 7.2 

Versi PHP 

DOWNLOAD CARA PERMOHONAN APLIKASI ILDIS 

https://drive.google.com/open?id=1HZ0wp3gQt2DAaKvZ3SoWz2vp2zjjML0-


ILDIS Version 

Versi Lama Versi Baru 



Peraturan  

Perundang-undangan 

01 

Monografi  

Hukum 

02 

Artikel/ 

Majalah Hukum 

03 

Putusan/ 

Yurisprudensi 

04 

4 Tipe Pengolahan 
Dokumen Hukum 

I L D I S 
Indonesian Legal Documentation Information System 

Per-UU 

Buku Hukum 

Kliping Koran 

Putusan 



Tersedia 8 Tab yang harus 

dilengkapi 
 

1. Data Utama (jenis 
peraturan, singkatan jenis, 

judul, nomor, tahun, 

bidang hukum, tempat 
penetapan, tgl penetapan, 

tgl pengundangan, 
sumber, pemrakarsa, 

penandatangan, urusan 

pemerintahan, bahasa) 
2. T.E.U Badan 

3. Subjek 
4. Lampiran 

5. Peraturan Terkait 

6. Dokumen Terkait 
7. Hasil Uji Materi 

8. Status 

Metadata Peraturan 
Perundang-undangan 

DOWNLOAD TUTORIAL CARA MENGINPUT PERATURAN DI ILDIS 

https://drive.google.com/open?id=1ZCWcgj_4TvEjxxOoxh3cfxU2a3IWk-CA


Judul 
ditulis 
lengkap!!! 

Jenis status: 

• Mencabut 
• Dicabut 

• Mengubah 
• Diubah 



Tersedia 4 Tab yang harus 

dilengkapi 
 

1. Data Utama (jenis 
monografi, judul, tahun 

terbit, edisi, tempat terbit, 

penerbit, deskripsi fisik, 
ISBN, bahasa, eksemplar, 

catatan, gambar sampul) 
2. T.E.U Badan 

3. Subjek 

4. Lampiran 
 

 
*khusus buku hukum, lampiran tidak 
diupload (terkait dengan hak cipta) 

Metadata  
Monografi Hukum 

DOWNLOAD TUTORIAL CARA MENGINPUT MONOGRAFI DI ILDIS 

https://drive.google.com/open?id=1NNQxHhePbEt85OZCnZYynSBV3_ONiDKY




Tersedia 4 Tab yang harus 

dilengkapi 
 

1. Data Utama (Jenis artikel, 
bidang hukum, judul, 

tahun, bahasa, sumber, 

kala terbit, judul seri) 
2. T.E.U Badan 

3. Subjek 
4. Lampiran 

Metadata  
Artikel/Majalah Hukum 





Tersedia  5 Tab yang harus 

dilengkapi 

 

1. Data Utama (Jenis putusan, 

singkatan jenis, pokok 

perkara, nomor putusan, 

tingkat proses, tempat 

penetapan, tanggal 

dibacakan, bahasa, sumber, 

tahun, lembaga peradilan, 

pemohon/penggugat, 

termohon/tergugat, jenis 

perkara, klasifikasi, sub 

klasifikasi, amar/status, 

catatan amar, berkekuatan 

hukum tetap) 

2. T.E.U Badan 

3. Subjek 

4. Lampiran 

5. Putusan Terkait 

Metadata  
Putusan 





Integrasi JDIHN 

API akan melakukan 
pengambilan data 

berdasarkan log aktifitas 

database anggota, dari 
server anggota ke server 

JDIHN. 

mengintegrasikan seluruh produk hukum 
yang ada pada database/server di 

masing-masing anggota jaringan, 

sehingga semua produk hukum yang 
diinput oleh anggota jaringan dapat 

diakses melalui satu sumber/mesin 
pencarian (search engine).  

API akan bekerja 
apabila ada aktifitas 

(create, update, 

delete). 

Application programming interface 



Pelaporan Pengelolaan JDIH  
Secara Online 

http://e-report.jdihn.go.id 

Setiap Anggota JDIHN harus menyampaikan 

laporan pelaksanaan / pengelolaan JDIH kepada 

Pusat JDIHN 

Mekanisme pelaporan secara manual (mengirimkan 

berkas hardcopy ke Pusat JDIHN) telah diperbarui 

dengan pelaporan secara elektronik melalui aplikasi 

e-Reporting 

Laporan disampaikan pada setiap Bulan Desember 



COMPUTER REPAIR & SUPPORT  

Aplikasi Android JDIHN 



I L D I S 
Indonesian Legal Documentation Information System 

Ter ima Kasih 

jdihn.go.id jdihn@bphn.go.id jdihnindonesia jdihnindonesia jdihnasional 


